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BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR F7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAT AN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2018 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA 

HUBUNGAN KISRJA DAN STANDAR KOMPETISNSI 

Memimbareo 0 

Menginga oh 

STAF KHUSUS KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO. 

bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tata 

Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Khusus 

kepala Daerah perlu di sesuaikan dengan kebutuhan dan 

dinamika Pemerintahan Dacrah guna peningkatan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupau Gorontalo Nomor 69 Tahun 

2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus 

Kepala Daerah: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat IL di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

74 Tarabahan — Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 18202):



  

Undanse-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun 2014 

Nomor &, Vambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor bj: 

Ladang udang Nom SA Tahun 2014 Lenlang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Yambahan Lembaran — Negara 

Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

untuk kedua kahnya dengan Undang-Undang — Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679): 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 560 1): 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dat II Gorontalo dari 

Isimut ke Lumboto (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

20 18SNomor 157): 
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G. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas 

dan Wewenang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun SAI 

tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati 

serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan 

Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Scri E), sebagaimana telah 

dirubah untuk keuga kalinya dengan Peraturan Bupati 

Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Dacrah Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2013 Nomor 26): 

MISMUTUSKAN 

Menentapkai : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA 

HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR — KOMPETENS STAF 

KMUSUS KISPALA DATSRAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat Nomor 68 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan 

Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah — diubah sebapai 

berika 

|. Ketentuan Pasal 4 diubah, schingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 4 

Staf Khusus Kepala Daerah terbagi kedalam bidang: 

“ Asrokompleks: 

hb. Liligasi dan Non Liugasi, 

C, Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik: 

d. Itubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri: 

Cc. Sejarah, Sosial dan Budaya: 

Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana: 

g Pendidikan dan lapangan Kerja: 

Pemberdayaan Ekonomi rakvat, 

LI ny



  

i. Penanganan Potensi Pemuda 

|. Penanganan Sosial 

|. Ketentuan Pasal 5 Dihapus 

'». Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 

SA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal SA 

Pj Staf Khusus di Bidang Agrokompleks mempunyai tugas 

membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan 

memberikan pertimbangan pada bidang pertanian, peternakan, 

perikanan, perkebunan, dan kehutanan sesuai dengan 

pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala 

Dacrah. 

)) Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 

aa. Dinas Pertanian 

bh. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

w. Dinas Perikanan 

IL. Dinas Ketahanan Pangan 

|. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut 

Pasal 6 

| UD Sial Khusus di Bidang Laugasi dan Non Latugasi mempunyai tugas 

membantu Kepala Daerah dalam hal membuat kajian, analisis 

dan perimbangan pada bidang Litigasi dan Non Litigasi sesuai 

dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, 

Serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

Kepala Daerah. 

|2) Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 

dar : 

4. Inspektorat 

bh. Satuan Polisi Pamong Praja 

Cc. Bagian Hukum 

ba 4



| Keentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunwi sebagi 

berikau! 

Pasal 7 

IL Staf Khusus di Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan 

Komunikasi Politik mempunvar tugas membantu Kepala Daerah 

dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan 

pada bidang kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik 

sesuai dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat Dacrah 

Perkait, serta melaksanakan Lugas-tugas kunnya yang 

diperintahkan Kepala Daerah. 

1. Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 

“. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

bh. Dinas Komunikasi dan Informatika 

C. Bagian Pemerintahan Setda 

cl Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi Setda 

Bagian Kebuumasan dan Protokolan 

. Ketentuan Pasal 8S diubah, sebhaungga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut 

Pasal & 

1 
|) Staf Khusus di Bidang Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat 

dan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dacrah 

dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan 

pada bidang Kelembagaan Dacrah, Pusat dan Luar Negeri sesuai 

dengan pelaksanaan tugas dan Tungsi Perangkat Daerah Terkait, 

serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala Daerah 

AL Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdiri 

cl 

(Lo Badar Penehuan dan Pengembangan 

| Badan Perencanaan 

Bao Kerjasama Global Setda 

L DL |



Ketentuan Pasal 0 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut 

Pasal 8 

Ppo staf Khusus di Bidang Sejarali. Sosial dan Budaya mempunyai 

lugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis 

dam memberikan pertimbangan pada bidang Sejarah, Sosial dan 

Budaya sesuai dengan pelaksaaan tugas dan Punesi Perangi 

Daerah Terkait, sena melaksanakan tugas tugas lajunya yali 

(perintahkan Kepala Daerah. 

pukat Daerah Sebasatman: dimaksud dalam avat (T) Lerdan 

4... Dinas Kepemudaaan Pariwisata dan Kebudayaan 

hb. Dinas Perpustakaan dan Arsip 

( Basian Kesejahteraan Rakyat 

20 Ketemuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut 

Pasal 10 

Ip Staf Khusus di bidang Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi 

bencana mempunyai tugas inembantu Kepala Daerah dalam 

membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada 

bidang Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mutugasi bencana 

sesilat dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

Terkait, serta melaksanakan — tugas-tugas lainnya yang 

diperintahkan Kepala Daerah. 

  

) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 

dari 

a. Dinas Lingkungan Hidup dan SDA 

bh. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Dinas PU dan Penataan Ruang 

L Badan Penanggulangan Bencana Dacrah 

, Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1- (satu) Pasal yakni 

Pasal TOA 108, TOC,TOD sehingga berbunyi sebagai berikut: 

L Gp A— |



  

Pasal OA 

Staf khusus di Bidang Pendidikan dan lapangan — Kerja 

mempunyar tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat 

kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang 

Pendidikan dan lapangan Kerja sesuai dengan pelaksaaan tugas 

dam Tungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas- 

lugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah. 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 

a00 Dinas Pendikan dan Kebudayaan 

bh. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

C. Badan kepegawatan, Pendidikan dan pelatihan 

Sab khusus bidang Pemberdavaan Iskonomi rakyat mempunya 

Era | 1 1 " aa tgl Hi Sg : pusas membatu Kepala Daerah dalam membuat kapan, analisis 

dat membarakan pertimbangan pada bidang Pemberdayaan 

skononi rakyat sesuat dengan pelaksaaan tugas dan fungsi 

Peranckat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas 

lammnya yang diperintahkan Kepala Daerah. 

Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (Y) terdiri 

@. Dinas Penanaman Modal dam Pelayanan Terpadu satu Pintu 

hb. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

ce. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dd. Bagian Kkbang Setda 

Bagan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal TOK 

Staf khusus bidang Penanganan Potensi Pemuda mempunyai 

tugas membantu Kepala Dacrah dalam membuat kajian, analisis 

dan memberikan pertimbangan pada bidang Penanganan Potensi 

Pemuda sesuai dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat 

Dacrah Terkait. serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang 

cuperintahkan Kepala Daerah. 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdiri 

dan
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a. Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata 

Pasal 10D 

(1) Staf khusus bidang Penanganan Sosial mempunyai tugas 

membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan 

memberikan pertimbangan pada bidang Penanganan Sosial sesuai 

dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, 

serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

Kepala Daerah 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 

dari : 

a. Dinas Sosial 

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 5 JUUI 2019 

GORONTALO G: 
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POMALINGO 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 5 yan 2019 

SEKRETARI ERAH KABUPATEN GORONTALO,     

    JAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR IT
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ELAAHAN 

Kepada hh: Bapak Bupati Gorontalo 

Wari | Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Gorontalo 

Tanggal 209 Mer 2019 

Nomor .. 900/Bag. TUP/M/ 12019 

Lampura! 

Hal : Pertimbangan Administrasi Staf Khusus Bupati 
  
  

Ip PD: sar : 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Peraturan Presiden. Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementnan Negara. 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Sta! 

Khusus Kepala Dasrah 

IL, ka Anggapan : 

Sesuai Peraturan tersebut di atas tidak secara eksplisit mengatur keberadaan staf 

khusus di tingkat daerah sebagaimana regulasi tingkat pusat. Sisi lain, kepala daerahi 

bekerja dalam kompleksitas politis yang tinggi. Ranah tugasnya ganda. Kepala 

Daerah bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai pimpinan seluruh SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah). Di sisi lain, keberadaannya juga berada di wilayah 

politik karena terpilih lewat mekanisme politik (pilkada) dan pertanggungjawaban 

politik di akhir periode 

Dilema dapat dijawab dengan regulasi pokok (UU No.23/2014 dan UU No. 12/2011) 

tentang peraturan perundang-undangan yang memungkinkan kepala daerah 

mengadakan posisi staf khusus (individu atau tim). Aturan tingkat daerah (Perbup) 

cukup menjadi landasan perundangan yang kuat sebagaimana diatur UU No. 

12/2011 (Pasal 8) 

Hubungan regulasi terhadap kewenangan pimpinan institusi pemerintahan (kepala 

daerah) pembentuk sistem staf pendukung sesuai kebutuhan, sejauh tidak tumpah 

hnelh dengan struklur organisasi yang ada. Dengan demikian, tugas staf khusus 

terbatas di Mmasukan/ rekomendasi kepada pimpinan. 

Ii. 1 kta-fakta yang mempengaruhi : 

Secara eksplisit, norma kerja pemerintahan saat ini terlihat penjelasan PP No. 

18/2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa tata organisasi terdiri dari lima elemen: 

Bupati sebagai Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas, Badan Penunjang, dan staf 

pendukung. Gambaran ini menempatkan staf khusus sebagai pendukung personal, 

tanpa pengaruh struktural sama sekali. Sedangkan secara implisit, norma kerja 

pemerintahan adalah untuk kepentingan umum yang berbasis pada kelembagaan. 

Dengan adanya percepatan pembangunan disisa periode pemerintahan Bupati 
Gorontalo saat ini maka, keberadaan staf khusus justru menjadi elemen yang sangat 
Krusial, dan mengidikasikan bahwa ada proses yang terlewat dalam pelembagaan 
Fujuan pemerintahan pada SKPD yang ada.



  

pentag dan strategisnya tata kelola pemerintah saat ini serta 

Fe nercebatan pembangunan sesuai visi, misi Bupati Gorontalo 

Dita dik mnonspu kembah susunan dan tata kerja staf khusus yang 

ata sengan penataan pada sisi personil serta redulasi (perbub) yana 

ch dasar pelaksanaan ya 

husus akan bertugas mendukung pencapaian program kebijakan yang telah 

tnbusi dan terlembaga di setiap SKPD. Pendistribusian penting, supaya kerja 

menjadi jelas dalan memberikan masukan tentang masalah serta 

wa ompurnaan birokrasi dan implementasi kebijakan langsung pada kepala 

dae ah Pada hakikatnya staf khusus adalah input informasi, maka secara teknis 

Is cinya menang lebih dekat pada informasi dan rekomendasi alternatif. 

sonalsas! pembentukan staf khusus vang proporsional dalam norma dengar: 

ddaruas pada mekanis dalam administrasi adalah dengan mengambil sifa' 

dibentuk asalan Tini), Hatini akan bersesualan dengan regulasi yan 

ank pada bentuk gan sifat ae sk dalam kerja staf khusus dengar 

naya kelembagaan, bukan keprakbsan dengan memposisikan pada SKP! 

  

penah huoas ae Kana 
panurudan birokpas edatarp rangka suplementasi Jangsung kepada Kepal: 

(ep stat kousus hdak dalang kardor Koordinator SKPD tetap! bertujiar 

us alan pencapaian bragram dengar struktur yang berbasis pada Sumbeo 
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bea bae ap beat PA Pre tah telaahar rp Adat apar menggaska 

obat is het Re Rahat ay ONSU UNTUK 

Lan serhadap Peraturar Supati yang mengatur tentang Sta! 

Median erna cAgulasi tnaka Sisihan tah tata kerja yang bentuk adalai 

kat khusus Bupan Cad hoc untuk tugas fungsi sehagaimana tersebu! 

Mei Abe ang MIN rotya otal kusus Bupati akan lebih efeku 

bank das disusun dengan berpedoman nada Surat Keputusan Bubati atat 

ra tennis dangat Bambu 

tutpan rap khusus diadakan dengan dana operasional kepala daerah, atat 

jne Gali dengan berapan tidak membebani anggaran daerah dan jika 

Mkiscan akan dhaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2015 

Inaanh Gengan Begian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Gorontalo. 

Berpn Ielaahan pp disampalkan, sambil manar petunjuk: dan perkenan Bapak 
Bima unte nelaksanaannya, Peri bagih 

MENU TAMU KEPALA BAGIAN TUP 
ASISU 1 MOMYNISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN GORONTALO 
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